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Pasal 12

(1) Apabila masa  jabatan Rektor/Ketua/Direktur berakhir dan
Rektor/Ketua/Direktur yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan
perpanjangan masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur paling lama 1 (satu)
tahun.

(2) Selain menjalankan tugas Rektor/Ketua/ Direktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Rektor/Ketua/ Direktur bertugas menyelenggarakan
pemilihan Rektor/Ketua/Direktur baru.

Pasal 13

(1) Dalam hal Rektor/Ketua/Direktur berakhir masa jabatannya dan telah
memasuki batas usia pensiun pegawai negeri sipil serta
Rektor/Ketua/Direktur yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan
salah satu Pembantu Rektor/ Pembantu Ketua/ Pembantu Direktur atau
sebutan lain sebagai Rektor/Ketua/Direktur dalam waktu paling lama 1
(satu) tahun sampai dengan dilantiknya Rektor/Ketua/Direktur baru.

(2) Selain menjalankan tugas Rektor/Ketua/ Direktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Rektor/Ketua/ Direktur:
a. tetap melaksanakan tugas sebagai Pembantu Rektor /Pembantu Ketua/
Pembantu Direktur atau sebutan lain; dan

b. bertugas menyelenggarakan pemilihan Rektor/Ketua/Direktur baru.

Pasal 14

(1) Apabila calon Rektor/Ketua/Direktur telah terpilih tetapi tidak dapat
diangkat karena berbagai sebab, Senat menyelenggarakan pemilihan ulang
calon Rektor/Ketua/Direktur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 dan
Pasal 5.

(2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa
harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 15

Menteri, untuk pertama kali, mengangkat dan menetapkan
Rektor/Ketua/Direktur pada PTN baru tanpa harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tanpa melalui tahapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dengan masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu/Wakil
Rektor, Pembantu/Wakil Ketua, Pembantu/Wakil Direktur, Dekan dan
Pembantu/Wakil Dekan atau sebutan lain diatur dalam statuta masing-masing
perguruan tinggi.

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini:

a. Perguruan tinggi yang belum mengatur tata cara proses penjaringan dan
penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur dalam statuta masing-masing,
tata cara proses penjaringan dan penyaringan diatur dan ditetapkan oleh
Senat.

b. Perguruan tinggi yang belum mengatur tata cara pengangkatan dan
pemberhentian Pembantu/Wakil Rektor, Pembantu/Wakil Ketua,
Pembantu/Wakil Direktur, Dekan dan Pembantu/Wakil Dekan atau
sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam statuta masing-
masing, Rektor menetapkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian

Pembantu/Wakil Rektor, Pembantu/Wakil Ketua, Pembantu/Wakil
Direktur.






